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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Nornor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 
Daerah-daerah tingkat [I di Sulawesi ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun 2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar 
Tahun 2021. 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR : 40 TAHUN 2020 

TENT ANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

Mengingat 

Menimbang 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4275) 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Mares, dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
ten tang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Beri ta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
ten tang Kegiatan Pernbangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6323); 

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 136); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206); 
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32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 
Tahun 2017); 

33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 
2019 Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 301); 

31. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38 
Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Nomor 
38 Tahun 2020); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 
Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negera Republik 
Indonesia Tahun 2020 Norn or 590); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 
251); 
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Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Makassar; 
2. Walikota adalah Walikota Makassar; 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat 
DPRD Kota Makassar adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

7. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda 
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar; 

8. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kota Makassar; 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun; 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun; 

11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (Hrna) tahun; 

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat 
Daerah, adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 1 (satu) tahun. 

14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

15. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan 

34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 
2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 
Nomor4). 
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Pasal 5 
Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) berbeda dengan KUA dan 
PPAS Tahun 2021 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 
2021 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah 
dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2021. 

Pasal4 

RKPD Kota Makassar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) 
yakni: 
a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah 

Tahun 2021; 
b. pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 dalam penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021. 

(2) lsi beserta uraian RKPD Kota Makassar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

(1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2021 terdiri 
BAB I PENDAHULUAN; 
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; 
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; 
BAB v RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; 
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; 
BAB VII PENUTUP. 

Pasal3 

BAB III 
DOKUMEN RKPD 

RKPD Kota Makassar Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan 
pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan 
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan 
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah . 

(2) 

BAB 11 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

RKPD Kota Makassar Tahun 2021 merupakan dokumen Pemerintah Kota 
Makassar yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Standar Pelayanan 
Minimal. 

(1) 

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 
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SERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 

 
Pasal 8 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

(3) Penambahan dan/ atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program 
dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota. 

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka 

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 
pernbangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 
sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau; 

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagimana ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan 
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian 
tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-rnasing program dan 
atau kegiatan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota 
Makassar melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan. 

Pasal 7 

(1) Dalam hal RKPD Kota Makassar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat ( 1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, 
maka dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran 
indikatif serta program dan kegiatan apabila belum lertampung dalam 
lampiran Peraturan Walikota ini. 

TTD

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 23 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2020
Pj. WALIKOTA MAKASSAR

               TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar   setiap    orang     mengetahui,    memerintahkan    pengundangan   Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

40        


